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A.  Latar Belakang

Pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercantum di dalamnya  melaksanakan pemilihan wakil rakyat yang diselegarakan satu kali lima tahun. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. yang menyatakan pemilihan kepala daerah secara langsung dilakukan oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna  menghasilkan wakil rakyat terpilih secara sah.  
Berdasarkan Undang-Undang serta mengacu pada fakta, terselenggaranya Pemilihan Umum di Negara Indonesia merupakan bukti nyata eksistensi demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Tujuan dari dilaksanakannya Pemilihan Umum itu sendiri adalah agar dapat memilih anggota-anggota legislatif yang kelak akan membangun Indonesia baik secara fisik maupun non-fisik melalui produk produk hukum seperti kebijakan (policy) hingga peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh para anggota legislatif.
Sebagai alasan diadakannya pemilihan umum adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, Karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk pemilihan umum 1997 sudah dianggap tidak dipercaya.
  Selanjutnya pada tahun 1999, Presiden K.H. Abdurrahman Wahid banyak melakukan perubahan subtansial di berbagai bidang terutama sosial. Pluralisme dan kesetaraan hak asasi semua elemen bangsa menjadi fenomena besar yang positif hasil dari pemerintahannya. 

Tahun 2004, bangsa Indonesia kembali melaksanakan pemilu,  namun jauh berbeda dengan pemilihan umum yang sebelumnya, pemilihan umum 2004 merupakan pemilihan umum pertama yang memungkinkan rakyat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD serta memilih langsung presiden dan wakil presiden.

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilita.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaran pemilihan umum dimaksudkan untuk lebih meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum. Oleh karena itu, diperlukan satu Undang-Undang yang mengatur penyelenggara pemilihan umum terutama dalam pemilihan Kepala Daerah, maka untuk mengatur tentang pemilihan, pemerintahan daerah dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,  tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
Untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah, terutama pemilihan Kepala Daerah, diatur dalam Pasal 22B Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat; b. menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait dengan Pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/atau Partai Politik/gabungan Partai Politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkannya Partai Politik/gabungan Partai Politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya. c. mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
Undang-Undang ini mengatur mengenai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bersifat tetap. Fungsi pengawasan intern oleh KPU dilengkapi dengan fungsi pengawasan ekstern yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan. Pembentukan Pengawas Pemilu tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi kemandirian dan kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum. Dalam hal ini Panitia pengawas pemilu Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang didalam menindak lanjuti setiap pelanggaran yang terjadi didalam pemilihan umum hal ini sesuai dengan Pasal 73 Ayat (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat [1] berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat [1] berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat [2] tidak menggugurkan sanksi pidana. Baik pelanggaran yang terjadi dalam melaksanakan pemungutan suara dari masing-masing calon maupun dalam masa kampanye.

Pemilihan umum  yang di ikuti oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih  terdapat masalah, dan jika pemilihan calon ini dibiarkan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah lain seperti akibat hukum yang akan timbul bilamana terjadi pemilihan umum  tersebut.

 Salah satu permasalahan yang berkaitan dengan calon perseorangan, dalam pelaksanaan di kota Payakumbuh, Komisi  Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, di Aula BIB (Dinas Peternakan Provinsi Sumbar Jalan Pahlawan Payakumbuh) menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kota Hasil Verifikasi Faktual dukungan Calon Perseorangan. Agenda dalam kaitan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017i dihadiri oleh Bakal Calon Perseorangan H Wendra Yunaldi – H Ennaidi serta undangan lainnya. Jelas, Walikota yang tengah menjabat ini sedang tinggi popularitasnya, termasuk tingkat elektabilitasnya. Ditambah Wakil Walikota yang tengah menjabat hendak pula dan sudah membulatkan tekad hendak maju di bursa Calon Walikota. Ada H Almaisyar Datuak Bangso Dirajo Nan Kuniang, ada pula anggota DPRD Payakumbuh H Fitrial Bachri, dan sejumput nama lainnya.
 
Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui, memahami dan juga mengkaji mengenai pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilihan umum, maka peneliti melakukan penelitian dan menganalisis permasalahan dalam bentuk Skripsi dengan judul:”  PENCALONAN  KEPALA  DAERAH DAN WAKIL KAPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM DI KOTA PAYAKUMBUH” 
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme tahapan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah terpilih di Kota Payakumbuh periode 2017-2022?

2. Bagaimana akibat yang  telah terjadi pada pelaksanaan pemilihan umum yang diikuti oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Payakumbu periode 2017-2022?

3. Apakah ada  masalah hukum dalam pelaksanaan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilihan umum di Kota Payakumbuh periode 2017-2022 ?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui mekanisme tahapan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah terpilih di Kota Payakumbuh.
2. Untuk mengetahui akibat pelaksanaan pemilihan umum yang di ikuti oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah.
3. Untuk mengetahui masalah hukum dalam pelaksanaan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilihan umum yang terjadi di kota Payakumbuh.
D. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Berkaitan dengan latar belakang permasalahan dan rumusan yang dikemukakan, penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode penelitian hukum yuridis yaitu penelitian yang menitik beratkan pada penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dan disamping itu juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Penulis akan membahas peraturan dan teori yang relevan dengan tulisan dan menghubungkannya dengan kenyataan/pelaksanaannya terutama dengan judul dan permasalahan yang dikemungkakan. Bahan atau Materi Penelitian.

2. Metode Pendekatan
Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. yaitu penelitian yang melakukan pendekatan masalah dengan norma hukum yamg berlaku dan. penelitian kepustakaan juga dilakukan untuk mendapatkan data sekunder.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dikarenakan menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan, artinya pengkajian dan penulisan dalam penelitian ini diutamakan pada data sekunder.

3. Sumber Data
Data yang di gunakan dalam penilitian ini adalah data yang sumber tertulis, adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, berupa bahan-bahan hukum yaitu   :

a) Bahan hukum primer :

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Daerah
8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubenur,Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil walikota 
b) Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum sekunder, antara lain dari buku-buku yang bersangkutan.

4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan Data yang akan digunakan dilakukan dengan studi dokumen, yaitu:

Studi dokumen merupakan alat pengumpulan data penulis yang dilakukan terhadap bahan-bahan kepustakaan hukum. Adapun caranya  adalah dengan membaca, mencatat, meresume, dan mengutip peraturan, buku-buku, serta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dikelompokkan kedalam data golongan kualitatif yang diperlukan didalam menganalisa dan memecahkan masalah 

5.  Analisis Data
Setelah data yang diperoleh atau di kumpulkan dari penelitian, maka penulis menganalisis data tersebut secara analisis yuridis kualitatif, di mana penulis akan mempelajari hasil penelitian baik berupa data primer maupun data sekunder yang kemudian dijabarkan dan di susun secara sistematis dalam bentuk skripsi.

E. Tinjauan Pustaka Tentang Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.
 Pemilu merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat guna menjalankan kedaulatan rakyat, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum.

Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 Pasal 1 Ayat (1) Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselengarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.

Penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2004 secara langsung telah mengilhami dilaksanakannya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung pula. Hal ini didukung pula dengan semangat otonomi daerah yang telah digulirkan pada 1999. Oleh karena itulah, sejak 2005, telah diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Menimbulkan anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak rakyat yang ikut pemilu maka dapat dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam menyelenggarakan pemilu.

Berdasarkan pendapat ahli dan Undang-Undang di atas menurut peneliti pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasi (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, public relations, komunikasi massa, lobby dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam pemilu merupakan sarana rakyat dalam melaksanakan kedalautan dalam negara, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik.
2. Unsur-Unsur Pemilihan Umum

Pemilihan umum di Indonesia menganut unsur “Luber” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. unsur “Luber” sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula unsur “Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”. Adapun yang dimaksud dengan unsur “Luber dan Jurdil” dalam pemilu. Unsur “Luber dan Jurdil” pemilu menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 2008, tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam Undang-undang Nomor. 10 Tahun 2008, bentuk unsur-unsur pemilu:

a) Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
b) Umum, artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian). 
c) Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun. 
d) Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot). 
e) Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 
f) Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.
Ada beberapa prinsip-prinsip pemilihan umum yang perlu dijamin, yaitu : 

1. Keadilan. 


Prinsip ini sangat diperlukan agar seluruh rakyat memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Selain itu prinsip ini juga diperlukan agar seluruh peserta pemilihan umum, baik yang berupa partai politik, perorangan, maupun independen mendapat perlakuan yang sama dari pelaksanaan pemilihan umum. Tanpa keadilan, maka tidak ada jaminan bahwa kedaulatan rakyat dapat direalisasikan.

2. Kejujuran. Kejujuran bukan hanya perlu ditujukan kepada pelaksanaan pemilihan umum sehingga hasil pemilihan umum akan sah (legitimate) karena tidak terjadi kecurangan administrasi dan perhitungan, tetapi juga perlu ditujukan juga oleh para peserta pemilu (baik partai, perorangan, maupun kelompok independen) dan para pemilih.

3. Umum. 


Prinsip ini mengandung pengertian bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali memiliki hak untuk memilih. Prinsip umum ini dikemukakan untuk menjamin hilangnya berbagai faktor yang pada masa lalu sering menjadi dasar diskriminasi, antara lain karena faktor status sosial, warna kulit dan ras, jenis kelamin, agama, pandangan politik dan sebagainya. 

4. Bebas 


Prinsip ini sangat esensial untuk menjamin agar pemilu tidak dilaksanakan dengan cara intimidasi. Rakyat harus memiliki kebebasan mengekspresikan pilihan politiknya karena prinsip ini akan menjamin diperolehnya informasi tentang kehendak rakyat yang sesungguhnya, berkenaan dengan siapa-siapa yang dipercaya menjadi wakil atau menjadi pejabat politik oleh rakyat, sekaligus apa ideologi, program dan aktivitas politik yang dipilih oleh sebagian besar rakyat.

5. Kerahasiaan 


Kerahasiaan pilihan adalah prinsip pemilu yang sangat penting karena prinsip ini menjamin pemilih tidak akan mendapat intimidasi karena pilihan politiknya.

6.  Langsung


 Rakyat harus langsung memilih pilihan politiknya. Karena itu administrasi pemilu dirancang sedemikian rupa sehingga setiap orang termasuk penyandang cacat, dapat langsung memilih tanpa perlu mewakilkannya kepada orang lain.

3. Jenis-jenis Pemilihan Umum

Adapun jenis-jenis pemilu yang ada di Indonesia adalah :

a. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Pemilihan umum ini dilakukan dengan tujuan untuk memilih orang yang mampu memimpin negara yaitu presiden dan wakil presiden yang sesuai dengan kehendak rakyat yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang presiden dan wakil presiden. Indonesia mulai melakukan pemilihan umum presiden dan wakilnya sejak tahun 2004, dimana sebelumnya presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR. Dalam pemilihan umum tersebut, dilangsungkan melalui 2 putaran, karena pada saat itu para kandidat pasangan presiden dan wakil presiden tidak ada yang berhasil mendapatkan suara yang lebih dari 50%.

Pelaksanaan Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan seiring dengan pelaksanaan anggota DPR, DRPD, maupun DPD. Adapun syarat menjadi presiden dan wakil presiden adalah:

a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

b) Merupakan warga negara Indonesia asli dan tidak pernah menerima status kewarganegaraan lain sejak ia dilahirkan

c) Tidak pernah melakukan penghianatan terhadap negara

d) Mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden baik secara rohani maupun jasmani

e) Bertempat tinggal dalam Negara kesatuan Republik Indonesia

f) Telah terdaftar sebagai pemilih

g) Belum pernah menjabat jabatan yang sama selama dua kali jabatan sebagai presiden dan wakil presiden

h) Setia terhadap dasar negara yaitu pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta cita-cita luhur proklamasi 17 Agustus 1945.

i) Sekurang-kurangnya telah berusia 35 tahun

j) Tidak pernah menjadi anggota dari organisasi terlarang seperti partai Komunis Indonesia dan ormas-ormasnya

 Sampai saat ini, Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden sebanyak 3 kali, dimana diperiode pilpres pertama (2004-2009) yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden adalah pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Jusuf Kalla, di periode pilpres yang kedua (2009-2014) dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono, dan pada periode pilpres yang ketiga (2014-2019) dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla.
b. Pemilihan Umum Anggota Lembaga Legislatif

Menurut manfaat Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa Pemilihan umum anggota legislatif merupakan Pemilihan Umum yang dilaksakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwaklan Rakyat Daerah (DPRD) baik di tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten atau kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Indonesia melakukan pemilihan umum legislatif sejak tahun 1955, dimana pada saat itu pemilu dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu:

1. Tahap pertama dilaksanakan pada 29 september 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Pemilu ini diikuti oleh 29 partai politik

2. Tahap kedua yang dilaksanakan pada 15 Desember 1955 yang ditujukan untuk memilih anggota Konstituante.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa peserta Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. 

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas dalam pemilihan umum terdapat dalam Pasal 2 yaitu: 1. Mandiri 2. Jujur 3. Adil 4. Kepastian hukum 5. Tertib penyelenggara Pemilu 6. Keterbukaan; 7. Proporsionalitas; 8. Profesionalitas; 9. Akuntabilitas; 10. Efisiensi; dan 11. Efektivitas.

c.  Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki korelasi yang sangat erat dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, rakyat dapat menentukan sendiri pemimpin di daerahnya, sehingga terjalin hubungan yang erat antara kepala daerah dengan rakyat yang dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis dan partisipatif.


Pemilihan kepala daerah (pilkada) sekarang ini dilakukan secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini telah berlangsung sejak tahun 2005, yang didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016 dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.


 Ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tidak menegaskan keharusan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota harus dipilih melalui suatu pemilihan yang dilaksanakan secara langsung. Karena daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Republik Indonesia, maka dalam melakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah seharusnya sinkron dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu melalui pemilihan langsung.
F. Tinjauan Umum Calon Perseorangan

1. Pengertian Calon Perseorangan


Pengertian Independen adalah bebas dari pengaruh, kehendak, ataupun control dari cabang eksekutif,
 sedangkan pengertian Calon Independen adalah seorang warga negara yang mencalonkan diri sebagai kandidat presiden atau Kepala Daerah pada pemilihan umum dengan tidak melalui partai politik.Calon Presiden atau Kepala Daerah independen dapat mencalonkan diri secara perorangan atau maupun dari suatu institusi non partai. Hal ini tergolong baru di Indonesia dimana pada pemilu-pemilu sebelumnya seluruh Presiden atau Calon Presiden merupakan anggota ataupun pemimpin partai politik. Mulai dari Soekarno dengan PNI (Partai Nasional Indonesia), Soeharto yang didukung Partai Golkar (Golongan Karya), Abdurrahman Wahid dari PKB (Partai Kebangn Bangsa), Megawati Soekarno Putri didukung PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), serta Susilo Bambang Yudhoyono yang diusung oleh PD (Partai Demokrat)


Pada umumnya,independensi dimaknai secara berbeda-beda oleh para ahli. Fraser dan Meyer membedakan independensi itu kedalam kategori: (1) Goal Independence,independensi dilihat dari segi penetapan tujuan,dan (2) Instrument Independence,independensi dalam cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada pula sarjana seperti V.Grilli,dkk. Dan Robert Elgie yang membedakan independensi itu dari segi politik (Political Independence) dan dari segi ekonomi (Economic Independence), sedangkan W.Baka membedakan independensi ke dalam tiga aspek yaitu: (1) Institusionl Independence, (2) Functional Independence, dan (3) Financial Independence. Sementara itu, Mboweni membedakan empat aspek independensi,yaitu (1) Functional Independence, (2) Personel Independence, (3) Instrumental Independence, (4) Financial Independence.


Calon independen hadir sebagai representasi dari adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pemilihan kepala daerah atau pemilukada selalu di dominasi oleh calon yang berasal dari partai politik. Hal ini membuat banyak pihak memberikan tuntutan terhadap lahirnya peraturan bagi calon independen. Salah satu wujud demokrasi adalah dengan adanya calon independen. Dukungan dari Undang-undang dan amar putusan MK juga menjadikan calon independen sebagai alternatif pilihan dalam pemilukada.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, maka calon independen bisa mengikuti pemilihan Kepala Daerah dalam pemilihan umum, walaupun dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak berbicara mengenai calon independen tetapi calon independen bisa mengikuti pemilihan Kepala Daerah. karena kalau kita menganalisisa pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 berarti arti dari pada demokrasi itu, secara tidak langsung baik itu calon independen, dapat diikutsertakan dalam pemilihan Kepala Daerah. Apalagi kalau dilihat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, sedangkan Pasal 28 D yaitu “ setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan ”. atas dasar itu saya beranggapan bahwa, calon independen dapat mengikuti pemilihan kepala Daerah dalam pemilihan Kepala Daerah.
2. Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Tentang Calon Perseorangan
Kehadiran calon perseorangan atau independen sejatinya bukan hal baru lagi dalam pemilihan kepala daerah, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia. Calon kepala daerah yang berangkat dari jalur independen sudah mulai muncul sejak tahun 2006 sebelum peraturan dari pemerintah ada
.

Calon perseorangan yang mencalonkan dari tiga pasang calon telah mendaftar secara resmi ke Kantor KPU Payakumbuh, Pasangan nomor urut I) H. Wendra Yunaldi, S. H., M.H. dan H. Ennaidi, S.Sos, maju lewat jalur independen. 2) H. Reza Falepi, S.T., M.T. dan H. Erwin Yunas. S.E. maju dalam pemilihan umum kali ini dengan diusung koalisi PKS, PBB, dan Partai Gerindra. 3) Drs.H. Suwandel Muchtar, M.M  dan Drs. Fitrial Bachri maju dengan diusung koalisi Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, PDI-P, dan Partai Hanura.
Adanya demokrasi di tingkat lokal terutama dalam pemilihan kepala daerah. lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga melalui proses yang panjang. Sebelum putusan Nomor 5/P. Undang-undang -V/2007, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 telah diujikan terlebih dahulu dan menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/P Undang-undang -III/2005. Dalam pengajuan putusan tersebut, calon kepala daerah jalur indepeden mengajukan untuk daftar melalui jalur independen merasa adanya diskriminasi politik. 
Terbaca secara jelas bahwa dengan penetapan pasal tersebut, yang boleh mencalonkan adalah hanya dari partai politik dan menghilangkan peluang bagi calon perseorangan yang ingin mengajukan diri. Pasal 59 Ayat (1) dan (3) tersebut masih dianggap diskriminatif dan tidak menghilangkan hak konstistusional bagi warga negara. Dalam Undang-undang tersebut hanya diijinkan partai politik atau gabungan dari partai politik yang memiliki 15% kursi atau suara di daerah yang bersangkutan. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan Undang-undang 1945 karena konstitusi menjamin hak politik setiap individu, yakni memilih dan dipilih. Hingga diuji kembali Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 khususnya pasal 59 Ayat (1), yakni: Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Pada bagian ini mengalami revisi sebanyak dua kali hingga akhirnya melahirkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan di dukung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/P Undang-undang V/2007, bahwa calon independen berhak untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Sehingga proses demokratisasi di daerah akan meningkat seiring diberikannya ruang bagi calon independen untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah. Dengan adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini, terbuka peluang bagi pemimpin yang datang tidak hanya dari partai politik namun dari dukungan yang diperoleh dari masyarakat. Meskipun pada hakikatnya, ketika pemilihan berlangsung tetap dikembalikan kepada hak masyarakat.
Sebagaimana proses peradilan pada umumnya, didalam peradilan Mahkamah Konstitusi terdapat asas-asas baik yang bersifat umum untuk semua peradilan maupun yang khusus sesuai dengan karakteristik peradilan Mahkamah Konstitusi. Maruarar Siahaan, salah satu hakim konstitusi periode pertama, mengemukakan 6 (enam) asas dalam peradilan Mahkamah Konstitusi yaitu: 90 (1) ius curia nofit; asas ius curia nofit adalah asas bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkaran yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sebaliknya hakim harus memeriksa dan mengadilinya. Asas tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 16 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.
3. Kebijakan Pemerintah Tentang Perlindungan Hak Personal Dalam Pemilihan Umum 
Undang-Undang yang telah disusun secara rapi oleh pemerintah tidak dapat menjamin keberpihakan terhadap calon independen. Kemudian pada tanggal 23 Juli 2007 MK mengeluarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 5/P Undang-Undang -V/2007 tentang pencabutan terhadap ketentuan pasal 59 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ketentuan pasal 56 (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 “Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan oleh partai politik”, dan lebih lanjut ketentuan pasal 59 Ayat (1) “peserta pemilihan kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik”
.
Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diatur mengenai mekanisme pemilihan Kepala Daerah yang diikuti oleh calon independen. Dalam Pasal 56 yang menggantikan pasal yang sama pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa: (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016). 
1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 
2. Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam undang-undang ini.
Untuk menjaga pilkada dapat mencapai tujuan,yaitu menghasilkan kepemimpinan politik lokal yang kuat dan efektif mewujudkan demokratisasi dan kesejahteraan masyarakat di daerah maka, Pemerintah dan DPR mengebut revisi Undang-Undang ini karena akan dipakai sebagai payung hukum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Undang-Undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah ( PILKADA)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubenur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.


Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Walikota menjadi Undang-Undang.


Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
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